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PENDAHULUAN

)
BerAKHLAK LPU

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



AMANAT TERKAIT " APU
REFORMASI STRUKTURAL DAN PERCEPATAN b
TRANSFORMASI EKONOMI

e — )

Menyediakan lapangan kerja Memudahkan masyarakat, Mendukung upaya
sebanyak-banyaknya bagi khususnya Usaha Mikro Kecil pencegahan dan
para pencari kerja (UMK), untuk membuka usaha pemberantasan korupsi
baru

KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI

Kemudahan Perizinan Berusaha
Perkuatan Masyarakat JasaKonstruksi
Efisiens| Transparansi Dan Akuntabilitas PBJ

Infrastrukturnr Berkualitas

<R < S

Perkuatan Rantai Pasok Jasakonstruksi




VI.JPU PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

L] _— n — ] _— n — ] _— n — ] _— n — ] _— n — ] _— n — ] _— »

Tidak berlaku dengan terbitnya PerMen PUPR No 8 Tahun 2022

SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021
Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan
Perizinan Berusaha , Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi , dan
Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Permen PUPR Nomor 6 Tahun
2021 Tentang Standar Kegiatan
Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor PUPR

Kep DirJen Bina Konstruksi Nomor

89/KPTS/DK/2021 Tentang Penetapan

Standar Skema Sertifikasi Badan
Usaha Jasa Konstruksi

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022

JAMINAN tentang Tata Cara Pelaksanaan . . Ksi

*n¥ MUTU Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Kep DirJen Bina Konstruksi
* % Konstruksi  Dal R K Nomor 144/KPTS/DK/2022
PELAYANAN onstrukst - Laiam Rangka Standar Skema Sertifikasi

Badan Usaha Jasa Konstruksi

I Mendukung Kgmudahan Perizinan

SATU PINTU 100% QUALITY Berusaha BaKgc:nSPt::-LIJil;u Usaha Jasa
DIGITAL/ONLINE

MEKANISME

PEMBENTUKAN ® Asosiasi Terakreditasi
LSBU/LSP Menteri \ Pengembangan usaha berkelanjutan
| \ Pengembangan  keprofesian berkelan;j
Memtientuk utan
— Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi  dalam LPJK
aon — w—— V. Unsur Pengurus
" lembaga : \% Pemilihan Pengurus bersama DPR
UNSUR: oo
j P _— oo 1. Asosiasi BUJK ®® —
Lisensi 5 2. Asosiasi Profesi Lembaga r
P il 3 PenggunaJasa Asosiasi Profesi Diklat

4. Perguruan Tinggi/

P Usaha Terakreditasi Terakreditasi

Pakar
| : | 5. Asosiasi terkait O oo
? - vembentok T | membentk | ‘Igg J Vs

! - Membentuk
o0 LSP
oo Terintegrasi Terintegrasi |
= Sertifikasi )
& B, [}
l.s-IBU Lembaga 0SS I Tenaga Kerja Konstruksi I B e rA K H L A K
Sertifikasi T Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

| Perizinan Berusaha Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

B nUsah Konstruksi |
MINISTRY OF INVESTMENT/EKPM Gdo = OJOSO e

J




APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PERBANDINGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

1. UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 1.  UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. PP No 28/2000 JO PP 4/2010 JO PP 92/2010 tentang Usaha dan 2. PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 3. PP No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP No 22/2020
3. PerMen PUPR No 8/2011 tentang Subklasifikasi Dan 4. PerMen PUPR No 6/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. PerMen PUPR No 8/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Sektor PUPR
USBU dan USTK 5. PerMen PUPR No 8/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
5. PerLem LPJK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka
Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagl Pelaku Usaha Jasa
PENGATURAN 6. PerLem LPJK Nomor 04 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Konstruksi '
Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas 6. SK DirJen Bina Konstruksi No 144/Sk/DK/2022 tentang Standar
Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
e Dalam proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha: Dalam proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha:
! :e A Asosiasi Badan Usaha/ Asosiasi Profesi: melaksanakan A LSBU : melaksanakan sertifikasi badan usaha
© Verifikasi dan Validasi Awal (VVA) A LPJK: melaksanakan penomoran dan pencatatan SBU/SKK-K
KELEMBAGAAN A LPJKN dan LPJKP melalui USBU: Melaksanakan Sertifikasi
(SBU)
Pengajuan SBU : Melalui Asosiasi & LPJK Pengajuan SBU : Melalui OSS
SPM SBU : Durasi VVA + 5 Hari kerja SBU Konstruksi : 15 Hari kerja
LAYANAN
— Zemll\l/:klsllflf(wajlb:_ — sk Pemilik SBU waijib:
— A D.T?( Lli an reglzt.rkag unt# persu asifikasi, A Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan
KEWAJIBAN IELOLE T [HRelell e g A Melakukan pencatatan pengalaman.

o A Berbayar.



PERATURAN PEMERINTAH
NO.5 TAHUN 2021

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten L P U
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
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IMPLEMENTASI RBA DALAM UU CIPTA KERJA A.PU

=
=

AMendukungpenciptaanlapangankerjamelalui
pemberiankemudahanusahauntuk UMKM dan
peningkataninvestasi

PRINSIP RBA PERIZINAN BERUSAss

AMeminimalisijumlah perizinanberusaha
sehinggaperizinanlebih sederhana

APerizinan berusaha ditentukan berdasarkan
tingkat risiko yang akan ditimbulkarneyvel of
Initial risk

mm PRINSIP RBA PENGAWASAN

AIntensitasPelaksanaafPengawasarBerdasarkan
TingkatRisiko

\l

Sumber KemenkadPerekonomian

*TINGKAT RISIKO

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan

berusaha berdasarkan
dan tingkat risiko
perizinan berusaha .

tingkat risiko kegiatan usaha
tersebut
Berikut adalah

menentukan jenis
pembagian

tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya

TINGKAT RISIKO PERIZINAN BERUSAHA

RISIKO RENDAH (R)

RISIKO MENENGAH
RENDAH (MR)

RISIKO MENENGAH TINGGI
(MT)

RISIKO TINGGI
(M)

Nomor Induk Berusaha
(NIB)

Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan Sertifikat Standar
(SS) berupa Pernyataan
Mandiri

Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan Sertifikat Standar
(SS) yang harus diverifikasi
oleh K/L/D

Nomor Induk Berusaha
(NIB), Izin yang harus
disetujui oleh K/L/D,

dan/ atau Sertiflkat Standar
(SS) jika dibutuhkan



APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RI

BERDASARKAN KBLI 2020

KBLI 2020

KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Indonesia) adalah

klasifikasi rujukan yang digunakan  untuk

’ mengklasifikasikan  aktivitas/kegiatan  ekonomi

PROSES PENYUSUNAN Indonesia ke dalam  beberapa lapangan
PERIZINAN usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan

jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan
produk/output baik berupa barang maupun jasa.
Perizinan Berusaha berdasarkan KBLI2020 telah disusun
dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang

Ekonomi, BPS, dan BSN dengan melibatkan semua KBLI DAN SUBKLASIFIKASI

kementerian / lembaga terkait dengan tahapan meliputi :

1. Pembahasan Analisis Risiko Berusaha Internall BIDANG KONSTRUKSI

Kementerian ;

Koordinasi dengan K/L beririsan ; Terdapat 1790 Klasifikasi usaha pada KBLI 2020,

Konsensus dengan Pengampu K3L, termasuk didalamnya terdapat 66+ 2 KBLIuntuk rujukan

Konsensus dengan Pelaku Usaha; dan berusaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pengesahan. Rakyat. Dari 66 KBLI terdapat 130 Subklasifikasi Usaha
JasaKonstruksi .

ok own



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 \ LPY L

SUB SEKT O KBL| ==

(
1
I e ~
| —  Jas&onsultansKonstruksi N TingkatRisiko :
I ) ‘

JASA KONSTRUK Sgm et PekerjaarKonstruksi J .*‘ HUERIERE 7 TING(:';I
I ] ToooTETEEEEEEE T T
: > PekerjaarKonstruksilerintegrasi : PerizinanBerusahaPenunjang
A

A SertifikatBadan Usaha (SBU)
Konstruksi

A SertifikatKompetensKerja(SKK)
Konstruksi

SUMBER DAYA AIRl 2

A IzinPenggunaasumber tidak memiliki Perizinan A Registraskantorperw_aki_lanBadan
Dayaair. Berusahayangditetapkan Usaha JaskonstruksiAsing

r S
| I
- i
- i
- i
- i
I
I .
. R (BUJKA):
BINA MARGA » : t?erdasar_kgmaSIIanaIISIS | A LisensLembagsSertifikasBadan
1 tingkatRisiko i
i
I
' ]
I
\ B,

A 1zinPemanfaatamanPenggunaan U_saha]asakonstrukS_;l_ _
Bagian Jalan (Ruang Milik Jalan); A LisensLembagsSertifikasProfesi

A 1zinPemanfaatardan Penggunaan jasakonstruksj
BagianbagianJalan Tol

PasaB0s.d.PasaB1



SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

10

PekerjaarKonstruksi

PekerjaarKonstruksi
Terintegrasi

JasaKonsultansKonstruksi

Usaha Oran@erseorangan

BersifatUmum

BersifatSpesialis

BersifatUmum

BersifatSpesialis

1. BangunarGedung (BG)

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

JenisUsaha Sifat Usaha Klasifikasi Sub
kIaS|f|kaS|

2. BangunarSipil(BS) 20
1. Persiapan(PL) 8
2. PenyewaarPeralatan(PA) 1
3. KonstruksKhusugKK) 16
4. KonstruksiPraPabrikaqiKP) 2
5. InstalasiIN) 14
6. PenyelesaiaBangunar(PB) 11
1. BangunarGedung (GT) 8
2. BangunarSipil(ST) 11
1. Arsitektur (AR) 3
2. Rekayasé@RK) 5
3. Rekayasderpadu(RT) 3
4. ArsitekturLansekaman PerencanaaWilayah (AL) 4
1. Konsultansiimiahdan Teknis (IT) 8
2. Pengujiardan AnalisisTeknis (AT) 7
- 6

TOTAL KESELURUHAN

52

19

15

15

‘4 TAHUN
130 JtentangF

FelarSdllddil UU INUHTIUL 2 Taliunl zuLs erang Jasa Kc



PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

NIB +

4
SUBSEKTOR JA Risiko Menengah g—
oNSTRUKSI  Tinggi (1) R L_Q S8 (verified

OSS
Pelaku 4] nB+
Usaha f"'tb SS (nverified)
:
i UPLOAD 4
NIB +
_ Pi?lg?zlil\? AI\\II\? N PENGISIAN DATH PERSYARATAN VERIFIKAS| OLESN =amp Sistem di
' DAN DOK STANDAR\UKAN n g  SS\(erified) 0SS
BERUSAHA BB UMKU 0
l Sistem di PB
PENGAJUAN — ] DOKUMEN UMKU OSS
SSadengan PBUMKU  «—L_ UMKU TERBIT te(;integrasi
PORTAL 3 | gPUPR
PUPR Syarat/standar PBIMKU terdiri atas: ’D — :’E:] SBU/SKKK/
) 1. Lisensi LSBU/LSP i
SIKT 5> SBU @ LISENSI
3. SKK KONSTRUKSI | !
KEM P
Dlﬁ\l_ IN T UIiIN A UL N LI\ AL ITINAY NV YNV T INU TN



PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR JASA KONSTRUKA rla PU

A Sesuai dengan ketentud?P 5/202] Perizinan

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Perizinan Berusaha subsektor Jasa Konstruksi
Konstruksi C Sertifikat Standar erified).

T
Perizinan Berusaha .
subsektor Jasa » t_ I C NIB dan
-

PP 5/2021

g Belum Terverifikasi

Sudah Terverifikasi {

Berdasarkan surat Direktlitelembagaan dan Sumber
Daya Konstruksi Nom@&K0404Kd/1027tanggal25
Mei 2023 Sertifikat Standaryangdisetujui secara
otomatis oleh Sistem OSS (Fiktif PosikBdudukannya
samasepertiSertifikat Standar terverifikasyang
dilakukan melaluproses verifikasi dan persetujuan

Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan
penetapan tingkat Risik®erizinan Berusaha
subsektor Jasa Konstrukdiklasifikasikan dengan
tingkat risikoMenengah Tinggisehingga dokumen
Perizinannya berupbliBdan Sertifikat Standar
terverifikasi.

DKSEBJBK



PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR JASA KONSTRZ S rla PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

TN i et S et Pasal 56 ayat (5) Permen PUPR 8/2022
penr——— A BUJK yantglah memiliki SBUsebagaimana

Pembelan dan Pematangan

—e dimaksudpadaayat(2) namunizin usaha

Bangunan Gedung : Rp 0

Alamat : JL. PEUTA TAENG

ereesiin. e asakonstruksibelum efektif, tetap dapa
. o — JasaKonstruksibel fektif, tetap dapat
1 :ﬁrz\:r Kegiatan Usaha: ::i:(::anxa:&::x: WashiPervstantueoy ; Fe0 ysitia Mepenpih Sertfiat : Sern:k,al Standar Belum | Belum meleng kapi v | !

InvestasiLan - Lan Miro Tingoi Standar persyaratan

20211-1101-0141-3517-8902 zzv:sx Sulawesi Selatan 50 a0 Tervenfiast menglkutlpemlllhanpenyedla]asa

Modal Kerja 3 Bulan

Contoh tangkapan layar ) Konstruksdan pengikatarkontrak Jasa
Rp105.000.000 a. Stdzy aStSy3aiFLA t SNaAEI NJKU I gs . .
onstruksdenganmenyampaikarNIBdan

SBU yangnasihberlaku.

1202111101016324 458909

Setelahmelakukanpemenuhan

PErE R p0Es] SEL) Pasal 56 ayat (6) Permen PUPR 8/2022

A BUJK yang telah memiliki NIB namun
Sertifikat Standarsedangdalam proses

B b verifikasidanpersetujuansebagaimana

Tanah : RpO

Bangunan Gedung: Rp O

Alamat : Perumahan Dampit Indah 23/25 Mesin / Peralatan Dalam Negerl d i m aks u d d al am Pasal 53 ayat @)ap

Dampit RpO
Kelurahan : Mertoyudan Mesin / Peralatan Impor :RPO. |\ B SR oSemi * NIB Terbit . P . k . . I . h .

4 41019 Kecamatan : Mertoyudan Investasi Lain - Lain e ananoa s b * SPPL Terbit Otomatis e N apat I I Ie n g I utl pe I I an pe nye I an
Kab/Kota : Kab. Magelang Rplo00000000  Ke! Tinggi Standar « Sertifikat Standar Belum Terverifikasi persyaratan I I l

ik N e sao0na00 pengikatan kontrak Jasa Konstrukgengan

Contoh tangkapan layar menyampaikarNIB, SBU yang masih

W iens i i GaSydzy33dz + SNRTALLF &4 -
{ SNESI NI GF ye berlaku, sertabukti tangkapan layar laman

OSSahwasSertifikat Standarsedang B
menunggu verifikasi persyaratan

. D K S EIBI BK



PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH TERPENUHI

emiliki NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006991786

Berdasarkan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tenlang Panatapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Namor 2
Tahun 2022 tentang Cipts Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerinish Republi Indonesia menerbitcan Nomor Induk Benusaha

{NIB) kepada:
1, Mama Pelaku Usaha CV ANUGRAH UTAMA
2. Alamat Kantor JALAN NUKU NOMOR 28, MUHAJIRIN, TERNATE TENGAH,
DesaKelurahan Muhajirin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
Provinsi Maluku Utars,
Kods Pos: 97713
Ho. Telepon 085341421122
Email ‘anugrahulamacyiZYanoo.co.id
3. Status Penanaman Modal PMON

4, Kado Klasilikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  ; Liat Lamgiran
L)

5. Skaln Usaha Usaha Keel

MIB ind bolaku i seluruh wilayah Republi Indonesia selama marjalankan kegiatan ussha dan beraky sebegal hak akses
kepateanan, pendafran kepessraan Jaminen soss hesshaan, dan Jaminan sois ketanagakerean, seia BukS pamenuhan
Wit Lapor

Polaku Usaha dengan NIB lorsebul di atas dapal melaksanakan kegialan borusaha sebagaimana lorlamgir dongan lolap

Memiliki SS
Terverifikasi

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
STANDAR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repubii Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
Pomerintah Republik Indonesia manerbitkan Sertfikat Standar kepada Pelaku Usaha berikul ini

1. Nama Pelaku CV MITRA UTAMA
7 Nomor ok Bovusaha (IB) 0220003242076
3. Alamat Kantor JALAN DESA GOSOMA, Desa/Kelurahan Gosoma, Kec. Tobelo, Kab,

Haimahera Utara, Provinsi Maluku Utara,
Kode Pos: 97762
4. Status Penanaman Modal
Te

0821900999990
6. Kode Kiasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia - 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran

(KBLI)
7. Lokasi Usaha Desa Gosoma, Desa/Kelurahan Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Haimahera
Utara, Provinsi Maluku Utara,
Kode Pos: 97762
8. Status Telah terverifikasi

Lampiran Serkat Siender il mamat datar porsyesian donistau kewaftn sesue dongan kode KELI Pelee Usaha den
merupakan bagian tidk terpsahkan dar dokumen Serifikat Standar yang Gmaksud. Pelaku Usaha dengan Sertfikal Standar
SrotDt 8 st efs Feryaikan bchaten Usahary Seeus 01e Relanto PSS pUREYmG n

Diterbitkan tanggak: 21 Desember 2022

Atau

Memiliki NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006991786

Bordasarian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Panatapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemeriniah Republk Indonesia menerbitkan Nomor Induk Benusaha

(NIB) kepads:
1. Nama Polaku Usaha CV ANUGRAH UTAMA
2. Alamat Kanlor JALAN NUKU NOMOR 28, MUHAJIRIN, TERNATE TENGAH,
DesaKelurahan Muhajirin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
Provinsi Maluku Utars,
Kods Pos: 97713
No. Talepon 08511421122
Email ‘anugrahulamacyiZYanoo.co.id
3, Status Penanaman Modal PMON
4. Kode Indonesia  Lihad L
(KBLI)
5. Shala Usaha Usaha Keel

MIB. ini borlsku i selurvh wilayah Republi Indonesia selama marjalankan kegiatan ussha dan beraky sebegal hak akses
kapabesnen, pendataran kepesenaan Jaminan sosial eshelan dan faminan sosial ketenagabeiasn. seta buki pemenuhan
laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan o Parusahaan (WL

Polaky Usaha dongan NIB lorsebul di atas dapal melaksanakan kegialan borusaha sebagaimana torlamgir dongan lolap

Memiliki SS

[ J
Belum N
Terverifikasi gls

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
STANDAR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repubii indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kefja,
Pomerintah Republik Indonesia manerbitkan Sertfikat Standar kepada Pelaku Usaha berikul ini

1. Nama Pelaku Usaha CV MITRA UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003242076
3. Alamat Kanfor JALAN DESA GOSOMA, Desa/Kelurahan Gosoma, Kec. Tobalo, Kab
Haimahera Utara, Provins Maluku Utara
Kod Pos: 97762 Menunggu verifikasi

4. Status Penanaman Modal
Te ikasl persyaratan

0821900900990
Kodo Kiasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  : 41012 - Konstruksl Gedung Perkantoran
(KBLI)
7. Lokasi Usaha Desa Gosoma, Desa/Kelurahan Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera
Utara, Provinsi Maluku Utara,
Kode Pos: 97762
8. Status
Belum Terverifikasi
Lampian Sertkat Sunde il meruat datar persye n kode KBLI Pelaku Usaha don
erupakan bagian tidak terpsahkan dan dOkumen Setumn ouwnusr yany wmmassuu. reiaku Usaha dengan Sertfikat Standar
e g fromgomt el e

Diterbitian tanggal: 21 Desember 2022

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

emiliki NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006991786

Berdasarian Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 teniang Penstapan Peraturan Pemeriniah Panggans Undang-Undang Namor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbilkan Nomor Induk Benisaha

(NIB) kepads:
1. Nama Polaku Usaha €V AHUGRAH UTAMA
2. Alamat Kanlor JALAN NUKU NOMOR 28, MUKAJIRIN, TERNATE TENGAH,
Desa/Kelurahan Muhajifn, Kee. Kota Temate Tengah, Kota Ternate.
Provinsi Maluku Utara,
Koda Pos: 97713
No. Talepon : 085341421122
Email - anugranulamacy@yahoo co.id
3. Status Penanaman Modal *PMDN

4. Kode Klasifikasi Baky Lapangan Usaha Indanesia  ; Linat Lamgiran
(KBLI)
5. Shala Usaha Usaha Keed

MIB. ini boriaku i selurvh wiayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan ussha dan bedaku sebagal hak akses
kapabisnen, pendataran kapeseriaan aminan sosia kesshetan dan jaminan sasil kelenagakersan, sera bukl pemenuhan
laporan pertama Wajio Lapor Kelenagakeraan di Perusahasn (WLKP|

Polak Usaha dongan NIB larsobul < atas dapal melaksanakan kegialan berusaha sebagaimana terlampir dongan lolap

Memiliki SBU
Lama yang masi
erlaku

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKS

cton Servi of s

snnnxn uom USAA JASA KONSTRUKS! TERINTEGRAS!
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SERTIFIKAT STANDAR
SUBSEKTORIJASA KONSTRUKSI

Sertifikat StandarPerizinanBerusahasubsektorjasa

konstruksidipenuhidengan

ASBUKonstruksiwajib dimiliki oleh BUJK
yang menyelenggarakanlayanan jasa
konstruksi

ASBWKonstruksiiterbitkan melaluisuatu
proses sertifikasi dan pencatatan oleh
menteriPUPRnelaluiSIJKT

ABUJKmengajukanpermohonankepada
menteri PUPR melalui Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)untuk
mendapatkarSBUKonstruksi

ASBU Konstruksi berlaku untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang serta dapat dilakukan
perubahan

ASBUKonstruksiyang akan diperpanjang
wajib diajukan sebelum habis masa
berlakunya

= SBUKonstruksi e

ASKK Konstruksi wajib dimiliki tenaga
kerjakonstruksi

ASKK Konstruksi diterbitkan melalui uji
kompetensi sesuai dengan standar
kompetensikerja

APelaksanaan uji kompetensi
dilaksanakamleh LSFidangkonstruksi

ASertifikasi SKK Konstruksi dicatat oleh
menteri PUPRnelaluiSIJKT

ASKK Konstruksi berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang serta dapat dilakukan
perubahan

ASKKKonstruksiyang akan diperpanjang
wajib diajukan sebelum habis masa
berlakunya

= SKKKonstruksi -

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

B | isensi -

ALisensiwajib dimiliki oleh Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)dan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

bidangKonstruksi
ALebih lanjut terkait lisensi diatur
dalam PP 14/2021 tentang

PerubaharPPtentangJasaKonstruksi




SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKErubahan) rla PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

A Sesuai dengan ketentuan Permen PUPR 8/2022 Pa
56,SBU (sebelum UU Cipta Kery@gng diterbitkan
LPJK Nasionalan LPJK ProvinsertaTim
Penyelenggara Sertifikadietap berlaku sampai
berakhir masa berlakunya

diterbitkan LPJK
(sebelum UU Cipta Kerja)

SBU

diterbitkan OSS
(setelah UU Cipta Kerja)

A BUJK atau Pemohon yang melakugarubahan
kualifikasiSBUpada suatwsubklasifikasidan/atau
padasubklasifikasi yang setaravajib menyatakan
bahwaSBU yang terdahulu tidak berlakagi karena
telah berubah kualifikasi.

UU Cipta
Kerja

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912000699178600170003

ik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha bedkut ini

A BUJK yang memiliki SBU dengan kualifikasi lebih d
1 (satu) pada subklasifikasi yang sama atau setara,
wajib memilih SBU dengan kualifikasi yang akan
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. i

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SBU setelah I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1



PENENTUAN KUALIFIKASI BADAN USAHA USAHA 55 NOVIOR & TAHUN 2091

berdasarkan an PASAL 85 AYAT (1)
penilaian kelayakan terhadap

Penjualan Tahunan
Kemampuan Keuangan

Dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja
konstruksi yang disahkan oleh pemilik
pekerjaan dan telah tercatat sebagai
pengalaman badan usaha .

A Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
total ekuitas pada neraca keuangan BUJK,
untuk BUJK kualifikasi kecil ; dan neraca
keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan

Didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam publik yang teregistrasi sesuai dengan

masa berlakunya SBU Konstruksi . ketentuan peraturan perundang -undangan |,

Untuk KSO laporan penjualan tahunan untuk BUJK Kualifikasi menengah dan besar.

dipisahkan sesuai dengan porsinya Bila ekuitas dinyatakan dalam mata uang
asing maka dikonversi sesuai kurs pada

Dilakukan terhadap akumulasi penjualan :
tanggal pengajuan

tahunan sejenis

Ketersediaan Tenaga Kerja Kemampuan dalam Penyediaan
Konstruksi Peralatan Konstruksi

A Memenuhi persyaratan minimal yang A Memenuhi persyaratan minimal jumlah
terdiri atas jumlah tenaga kerja ;kualifikasi peralatan utama untuk setiap subklasifikasi .
tenaga kerja ; dan jenjang tenaga kerja,
dibuktikan dengan kepemilikan SKK utk
setiap subklasifikasi

A Wajib disediakan Pelaku Usaha paling lama
30 (tiga puluh ) hari kalender sejak SBU
Konstruksi diterbitkan

Tenaga kerja meliputi 1) PJBU; 2) PJTBU; 3)

PISKBU. A Dikecualikan untuk Jasa Konsultansi




\ SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KEWAJIBAN BADAN USAHA

Usaha Orang BUJK

Ki\glﬁﬂfAlrj NITUEI\I;IAKU Perseorangan  DUOKN  KPBUJIKE o) KEWAJIBAKHUSUKPBUJKA

( ) a. berbentuk badan usahadengankualifikasiyang setara
LaporanKegiatanUsaha V V V v dengankualifikasibesar

Tahunan b. menempatkan warga negara Indonesia sebagai

pimpinantertinggi; & terdapatrelaksasiPasalg4)

PencatatanPengalaman \ V \ \
_ .. c. membentukKSOdenganBUJKNlan memenuhikriteria
PenilaianKinerja* - V V \% : o
tekniskSQ
Pemenuhan _ - v v v d. mengutamakan penggunaan material dan teknologi
KemampuanPenyediaan : :
konstruksidalamnegeri
Peralatari* o e o
_ e. memilikiteknologitinggi, mutakhir, efisien berwawasan
PelaporanPenggantian ) v v v lingkungan sertamemperhatikarkearifanlokal,
PJBU/PJTBU/PJSKBU : :
f. melaksanakaprosesalihteknologi
*kecualiBUJKkualifikasiKecil . . . .
** kecualiBUJKdengan kegiatanusahajasakonsultansikonstruksi g. mempekerjakanlebih banyak tenaga kerja Indonesia

daripadatenagakerjaasing dan
KEWAJIBAMHUSUSUJKPENANAMANIODALASING : : : :
h. mempekerjakantenagakerja Indonesiasebagaitenaga

a. membentuk badan usahaberbadanhukum Indonesiamelalui kerja samamodal antara kerja pendampingpada bidang manajemendan teknis
BUJKpenanammodalasingdenganBUJKNualifikasibesar, dan palingrendahduatingkat di bawahjabatantenagakerja

b. mengikutiketentuanstruktur permodalandankriteria teknispenanammodal asingberdasarkarklasifikaskeilmuanyangsesuai



LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN AL PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

USAHAORANGPERSEORANGANDAN BUJKKUALIFIKASIKECIL
a. data usaha orang perseorangan atau badan usaha
b. data kewajiban pelaksanaan berusaha

|
e " Na ol  ° -
| Pemetaannilai kinerjauntuk |
BUJKKUALIFIKASIMENENGAH,BESAR DAN BERSIFATSPESIALIS ' ' BUJK M/B$pesialis |

a. data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha S S : ——————
b. data kinerja manajemen Perusahaan v

c. data kinerja proyek AsosiasiBadan Usaha
melaksanakankegiatan PUB

BERANDA | PETUNJUK PENGISIAN | UNDUH | KONTAK

Rincianisian laporan kegiatan usahatahunan tercantum pada AUJK
Lampiran IBPermenPUPR No @ahun2021

Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi
(Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan
Usaha Jasa Konstruksi)

asur J

CATATAN

Laporan kegiatan usaha tahunan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur : : _
Jenderalpaling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya T rapermen PUB silapta.pu.go.id/aujk_v3



\ SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SANKSI

SetiapPelakuUsahadapat dikenaisanksiadministratif atas Sanksedministratif berupa:

pelanggararterhadapkewajiban a. peringatan
melaporkansetiappenggantiartenagakerjakonstruks; b. pengenaardenda
memenuhipersyaratarminimaljumlah peralatanutamauntuk administratif
setiapsubklasifikasi C. penghentiansementara
memilikidan memperpanjangsBUKonstruksbagiBUJK; kegiatanberusaha
memilikidan memperpanjandgsKKKonstruksbagitenagakerja d. daftarhitam; dan/atau
konstruksj e. pencabutanPerizinan
menyampaikarLaporanKegiatanJsahalahunammelaluiaplikasi Berusaha
usahagjasakonstruksiSisteminformasijasakonstruksi
terintegrasij
melakukanpencatatanpengalamarbadanusahadanusaha A Mriresdleldle e s E e e BUER
orangperseorangan A Hurufe diberikanolehlembagaOSSatas
memenuhiketentuanyangdipersyaratkarbagikantor perwakilan rekomendasimenteri PUPR

BUJKA dan BUBEnanamarModal Asing A Pencabutarperizinandipublikasjkardi OSS
dan AUJK

\ D S

.9 .

e | 4"



PERATURAN MENTERI PUPR
NO.8 TAHUN 2022

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten L P u
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
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APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

LATAR BELAKANG

\_ - PeraturanMenteri PekerjaanUmum dan PerumahanRakyatNomor 6 Tahun2021 tentang
StandarKegiatanUsaha danProduk pada PenyelenggaraarPerizinanBerusahaBerbasis

» Risiko Sektor PekerjaanUmum dan PerumahanRakyatsebagaitindak lanjut dari Peraturan 9
PemerintahNomor 5 Tahun2021 tentang PenyelenggaraarPerizinanBerusahaBerbasis

Risikobelum dapat dilaksanakan sepenuhnya A

i f
L J Adanyamasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19)di Indonesia 0

sebagaimanaditetapkan dalam KeputusanPresidenNomor 24 Tahun2021 tentang
PenetapanStatus Faktual PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVHD9) di Indonesia &

 TUJUAN

Memberikankemudahan/relaksasiperizinanberusahaberbasis risiko
— sektor PUPRsubsektor jasa konstruksi

3
ACUAN NORMATIF 7’ 1
: PP 5Tahun 2021 Pasal 561
SuratKemenkoPerekonomian No EODB Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak
196/SES-M-E|_<ON/O4/2022 jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintah , Menteri /kepala Lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
Tanggall April 2022 Administrator KEK , atau kepala Badan Pengusahaan KPBPBdapat melakukan diskresi untuk megatasi

persoalan konkret dalam penyelenggaraanurusan pemerintah terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko



STRUKTUR
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN
2022

59 Pasal 6 Bab 13 Lampiran

Nilai Asetuntuk BUJKSpesialis

Bidang Keilmuan PJSKBUWIntuk masing-masing Subklasifikasi
Usaha Jasaonstruksi

Ketentuan JenisPeralatan Utama

. StandarDokumen PenerapanSMAP

. Tata CaraPelaksanaanSertifikasiBUJK
KegiatanPemberianKompetensi Tambahan

Format PenomoranSKKK danPenomoranRegistrasiSKkK

. Alur Tata CaraPelaksanaanSertifikasi Kompetensi KerjaKonstruksi
. Alur Tata CaraPelaksanaanSertifikasi KompetensiKerjaKonstruksi

oleh LSP yand@ekerjaSamadenganUnit PelaksanaTeknis
. Alur Tata CaraPelaksanaanLisensiLSBU Jasd&onstruksi

. Alur Tata CaraPemenuhanPersyaratanPerizinanBerusahalLSP
melalui Sistem OSS

. Tata CaraPemenuhanPersyaratanPerizinanBerusahaSubsektor
JasaKonstruksi melalui sistem OSS

. Acuan PenyetaraanSubklasifikasi dan Klasifikasi KBLI 2015
menjadi SubklasifikasiKBLI 2020

-5 BAB | KETENTUAN
UMUM
|

BAB |l SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

QG) BAB Ill SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KONSTRUKSI

|
] @ BAB IV LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI
= BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB V LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI
a PROFESI KONSTRUKSI

[

g BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

/ . APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI
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RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA

PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN SBU

Penjualan Kemampuan
Ketentuan sesuai: Tahunan Keuangan
PPNo 5 Tahun2021
PermenPUPRNo 6 Tahun2021 == =
SE Menteri PUPRNo.21 Tahun
2021 huruf G angka2d Penyediaan

Peralatan
Konstruksi

Penjua& Kemampu>
Tahunan Keuangan

3

Relaksasi sesuai:
PermenPUPRNo 8 Tahun2022 & - = - - .

Pasal4 ayat 3c dan 3d \
Penyediaan
Peralatan

@struksi

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Ketersediaan
TKK

Penerapan
SMAP

Ketersediaan
TKK

Y

Penerapan

\SMAP



RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA 1LPU

KETERSEDIAAN TKK SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Permen PUPR No 8 Tahun 2022

TKK yang merangkap sebagai PJSKBUdapat merangkap
paling banyak 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)
Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK- Pasall3 ayat5

PP No5 Tahun 2021
Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU untuk BUJK

kualifikasi kecil belum dapat dipenuhi, PIJSKBU dapat
dijabat oleh TKKlulusan sekolah menengah atas dengan
pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah
menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3
(tiga) tahun di bidang JasaKonstruksi - Pasal13 ayat7

A Ketersediaan TKKharus memenuhi syarat minimal
jumlah tenaga kerja, kualifikasi , dan jenjang yang
dibuktikan dengan kepemilikan SKK

A TKK meliputi PJBU, PJTBU, PJSKBU merupakan
tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh

merangkap jabatan pada badan usaha lain
(sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan
penyedia jasa dan pengikatan kontrak jasa
konstruksi ) T Pasal88ayatls.d. 3

BUJK yang telah memiliki SBU dengan PJTBUdan/atau
PJSKBU yang sedang menjabat sebagai PJTBU atau
PJSKBUpada BUJKIlain, SBU dinyatakan sah digunakan
untuk mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan
kontrak JasaKonstruksi - Pasal56 ayat7

— N>V AXAXX>rrmMA

BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib
melakukan penggantian PJTBUdan/atau PJSKBUsesuali
peraturan perundang-undangan sampai dengan 31
Desember 2022 - Pasal56 ayat 8



RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA 1LPU

PENYEDIAAN PERALATAN SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PP No5 Tahun 2021

A Penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa
milik sendiri yang dibuktikan dengan hak milik
atau sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti
sewa paling sedikit 1 (satu) tahun.

A Jenis peralatan yang sama dapat digunakan untuk

subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang

sama.

Peralatan harus tercatat pada SIJKT

Rincian jenis peralatan pada Lampiran Permen.

Pengujian peralatan konstruksi belum dapat

dilakukan oleh instansi yang membidangi

ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi,

BUJK dapat menggunakan surat pernyataan

kelayakan - Pasal 14ayat 3, 7, 8, 9,11

A Kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi harus memenuhi persyaratan paling
sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap
subklasifikasi
Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti

kepemilikan kepada LSBU yang melakukan
penilaian  kelayakan atas SBU Konstruksi
dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah
diterbitkannya SBUKonstruksi

T Pasal89

To T I

— N>V AXX>rrmMA



RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA 1LPU

SISTEM'MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Permen PUPR No 8Tahun 2022

Penerapan sistem manajemen anti penyuapan

dapat dibuktikan dengan:

a. sertifikat penerapan sistem manajemen anti
penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi terakreditasi ;

b. dokumen sistem manajemen anti
penyuapan; atau

Cc. surat pernyataan komitmen memenuhi
kelengkapan persyaratan dokumen
penyelenggaraan sistem manajemen anti
penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun
untuk BUJKkualifikasi besar, paling lambat 2
(dua) tahun untuk BUJK kualifikasi
menengah dan spesialis, dan paling lambat
3 (tiga) tahun untuk BUJKkualifikasi kecil .

Catatan - Pasall5ayatl

SE Menteri PUPR No 2TTahun 2021

Pemohon menyampaikan data Sistem Manajemen

Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk

pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha yang
belum tercatat dalam SlJKTerintegrasi T Huruf G angka
2

— N>V AXAXX>rrmMA

1| Lembagasertifikasi terakreditasi yangmenerbitkan dokumen SMAPmerupakan lembagapenilaian kesesuaianyangtelah

I diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaianyangtelah diakreditasi oleh badanakreditasiyangtelah menjadi |
I anggotalnternational Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang |
; diakui sebagaiSignatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skemaakreditasi SMAP I



PENGENAAN SANKASI

)
BerAKHLAK LPU

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
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Konsultasi Publik Pengenaan Sanksi Administratif

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
an Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarts Sefsian 12110 Telepon (021) 739 . 2

Nomor UMO102-Kd/ 1343 Jakarta, 1 Juli 2023
Sifat Biasa

Lampiran 1 (satu) Berkas

Hal Konsultasi Publik Terkait Pengenaan Sanksi

Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan

Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa
yang Tidak

Perizinan Berusaha

Yth
(Daftar Terlampir)
di

JAKARTA

dengan tidak Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Lisensi
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5
Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami mengundang Bapak/lbu dalam kegiatan
konsultasi publik yang akan dilaksanakan pada

HariTanggal - Jumat/ 14 Juli 2023

Waktu pukul 14 % s.d. 16.° WIB
Tempat Apiikasi Zoom Meeting
(Meeting ID: 884 9805 5340 dan Passcode: DKSDK)
Acara Konsultasi publik terkait pengenaan sanksi administratif terhadap LSBU dan

SBU Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha

Mengingat pentingnya rapat tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya dan
mohon untuk menginformasikan keikutsertaan Bapak/lbu melalui tautan finktr.ee/usaha_dksdk paling
lambat 13 Juli 2023. Apabila Bapak/lbu memeriukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi
narahubung Sdri. Rifa (0858-1401-8530)

Demikian atas perhatian dan diucapkan terima kasih

Dirgktur Kelembagaan 64n Sumber Daya Konstruksi
/|

Tembusan
Direktur Jenderal Bina Konstruks

Banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun

2021 dan PP No 14 Tahun 2021:

Dihadiri oleh 186 Peserta

yang terdiri atas
pimpinan LSBU,
pimpinan Asosiasi
Badan Usaha Jasa
Konstruksi , dan Internal

Kementerian PUPR

termasuk  (BP2JK) dan
LPJK.

Menurut Saudara/i kapan waktu yang tepat pengenaan Sanksi Administratif
BidangJasa Konstruksi perlu di berlakukan?

186 responses

97 Peserta (52.2%) menjawab penerapan
sanksi dilakukan 6 (enam) bulan kedepan
(mulai bulan Januari 2024);

52 Peserta (28%) menjawab penerapan
sanksi dilakukan 3 (tiga) bulan kedepan
(mulai bulan Oktober 2023); dan

37 Peserta (19.9%) menjawab penerapan
sanksi dilakukan sekarang.

~

Alasan penundaan pemberian sanksi administratif

a. mempertimbangkan persiapan tender dini TA 2024

b. masih memerlukan sosialisasi dan penyesuaian dengan
adanya perubahan regulasi

c. menyesuaikan perangkat pelaporan di SIJK

Menindaklanjuti masukan , DKSDK telah berkoordinasi
dengan LPJK  dalam penyiapan sistem pelaporan
pemenuhan komitmen peralatan dan penerapan SMAP

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENERAPAN
SANKSI

TAHUN 2024



SE MENTERI PUPR NO BK 10 -Mn/75

2020 yangTidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

MENTER!I PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
Nomor : BK 10-Mn/75 Jakarta, 1 Februari 2024
Sifat :  Perlu Perhatian Khusus
Lampiran To-
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

(LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang
Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Yth,

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi

di

Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14
Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap
yang tidek dilaporkan penggantiannya dan terlambst melakukan pemenuhan persyaratan
minimal jumiah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi
memenuhi persyaraten dan/atau meleksanakan kewajlbannya sesual dengan peraturan
perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:

a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem
Informasi Jasa Konstruksi melalui hitps://siki.pu.go.id/report-Ipik/ketidaksesualan-
persyaratan sekaligus sebagai peringatan tertulis;

b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampalan bukti
pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi:

c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalem rangka pelaksanaan surveilans terhadap
BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha: dan

d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci
akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak
memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.5%
WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya
dalam waktu 30 (tiga puluh) harl kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

2. Penanggung jawab BUJK untuk:
a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh
merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja
konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

b. melakukan pemenuhan persyarat inimal jumieh peralatan utama sebagaimana
peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam
Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.

3. Pimpinan LSBU untuk:

a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada
badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;

b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait
pemenuhan komitmen atas peralatan utama;

c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi
Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul
23.% WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian
pada laman httpsu/siki.pu.go.id/report-Ipji/keti ian-persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf g;

d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada huruf c.

e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksl penghentian sementara kegiatan
berusaha dicabut.

4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem
Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagsimana dimaksud pada angka 3
huruf ¢:

a, tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan
penyedia Jasa Konstruksi,

b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.

c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

5. LSBU yang sedang dalam status p k lisensi sebagaimana dimaksud paila angka 1
huruf d tidek dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap LSBU dan SBU Jas&onstruksi KBLI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Rangkapjabatan tenagakerjatetap
(tidak dilaporkan penggantiannyg

Terlambatmelakukan pemenuhan
persyaratanminimal jumlah peralatan
utama

Komitmen penerapan SMAP

il
MENTER| PEKERJAAN, UM '&#’ BERANDA [ PERIZINAN BERUSAHA v I PB-UMKU A [l PELAPORAN v I FASILITAS v | PELACAKAN v [l sanksi vl PROFILE v

Demikian di paikan untuk di 1akan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
DAN PERUMAHAN-RAKY] -
TR
M. BASUK! HADIMULJON
Tembusan: [ 1

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Penanyangansekaligus peringatantertulis https://siki.pu.go.id/reporipjk/ketidaksesuaiapersyaratan

-
0 PENTING! Anda dapat melacak Izin Komersial até

memproses Perizinan Berusaha Be

Pengembangan di menu Perizinan Berusaha

NIB

<)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti
registrasi/pendaftaran dan identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatar
usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha
dalam memulai kegiatan usaha.

PERMOHONAN BARU

-
u efektif di OSS 1.1 di menu Pelacakan. Anda juga dapat
laku efektif di OSS versi sebelumnya dengan melakukan

rbasis Risiko
PERPANIANCAN

Sertifikat 1zin —

Standar

1zin adalah persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah untuk

Sertifikat Standar adalah pernyataan

dan/atau bukti pemenuhan standar
\ pelaksanaan kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum

melaksanakan kegiatan usahanya



PEMENUHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

Nomor BK 0401-Kd/ 300 Jakarta, 29 Februari 2024
Sifat Terbatas

Lampiran : -

Hal Penjelasan Pemenuhan Tenaga Kerja Konstruksi

sebagai PJBU dan PJSKBU

Yth. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

di-

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam penetapan kualifikasi
badan usaha salah satunya dilakukan penilaian kelayakan terhadap dokumen pemenuhan
ketersediaan tenaga kerja konstruksi, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 88 ayat (1) sampai dengan (3) mengamanatkan bahwa:
(1) Ketersediaan tenaga kerja konstruksi tersebut harus memenuhi persyaratan minimal

yang terdiri atas:

a. jumlah tenaga kerja;

b. kualifikasi tenaga kerja; dan

c. jenjang tenaga kerja,

yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK) untuk
setiap subklasifikasi.

(2) Tenaga kerja konstruksi pada Badan Usaha terdiri atas:

a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU),; dan/atau
c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

(3) Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga tetap

badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

2. Berdasarkan angka 1 tersebut, pemenuhan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang
merupakan bagian pemenuhan perizinan berusaha terdiri atas:
a. memiliki tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 ayat (2) yang
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja;
b. tenaga kerja dimaksud pada poin 1 ayat (2) tidak rangkap jabatan pada badan usaha lain.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

o OMUM D
MM Dy

bagaan-dan Sumber Daya Konstruksi,

Direktur/K¢

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Penjelasan Pemenuhan TKKsebagai
PJBU dan PJSKBU

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

1) Memiliki TKK (PJTBU dan PJSKBU) yaragmiliki Sertifikat

KompetensiKerjaKonstruksi

2) TKK (PJBU, PJTBU, dan PISKRIdK ra

pada badanusahalain

gkapjabatan




KOMITMEN PEMENUHAN PERALATAN KONSTRUKSI

Pela_ksanaan Peninjauan Kembali Terhadap Sosialisasi /Promosi
Komitmen Pemenuhan Peralatan Konstruksi p— ¥ UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

DIRE KT O R /Ay WNDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KELEMB
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI & :...nm.nu..mzoxmwaiﬁﬁgﬁﬁﬁffvw(ﬁﬁ3@;;?.5.37«3-)73%5 :
ura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimil (021) 72799238
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
R onaL z?&o‘lirﬂ?ﬁe&ﬁtgﬁ N SuMBER )?aéleﬁ‘plfﬁﬁfﬁzf,'?b’:éi' Nomor : BK0402-Kdi273 Jakarta, 27 Februari 2024 :;;‘:‘" : gg‘:‘;” K299 Jakarta, 29 Februari 2024
Sifat : Biasa -
Lampiran : 1 (satu) Berkas bamplan g 1(sau) Berkas .
: i Hal : ialisasi/Promosi  F Sumber Daya Hal : romosi Tata Cara F Data dan
Nomor : BK 0_401-Kd/m Jakarta, \S Februari 2024 b - Komi F Sewa Melalui
Sifat : Penting Peralatan Konstruksi (SDPK) dan Mekanisme Portal Peri;
Lampiran : 2 (dua) Lampiran Klarifikasi Peralatan Sewa Oleh Pemilik Peralatan .° = dan Sistem
Hal ¥ F K Terhadap Konstruksi Melalui SIMPK Dalam Mendukung danF (SIMPK)
K i P Py Konstruksi F ; i Berusaha
Yth. (Daftar Terlampir)

Yth. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi de (Daftar Terlampir) ix Indonesia

di- L
Indonesia Indonesia i juti kegiatan Sosialisasi/Promosi SDPK dan Mekanisme Klarifikasi Peralatan Sewa

Menindaklanjuti surat kami No. BK0401-Kd/218, tanggal 15 Februari 2024, hal Pelaksanaan oleh Pemilik Peralatan Konstruksi melalui SIMPK dalam f F
Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Menteri PUPR Nomor BK 10-Mn/75 terkait Peninjauan Kembali Terhadap Komitmen Pemenuhan Peralatan Konstruksi, bersama ini kami Perizinan Berusaha tanggal 27 Februari 2024, inikami i

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan sampaikan beberapa hal sebagai berikut: romosi Tata Cara Pe i Peralatan Sewa Melalui Portal Perizinan

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan 1. Setiap Badan Usaha pemilk peralatan Konstruksi yang telah mengajukan permohonan Berusaha dan SIMPK dengan penjelasan sebagai berikut:

Perizinan Berusaha, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: Pencatatan SDPK melalui SIMPK dapat melihat progres status P p 1. Terdapat Badan Usaha Pemilik Peralatan yang belum melakukan perbaikan data hasil validasi

1. Terdapat 150.347 SBU (49.314 BU) dengan Komitmen terhadap pemenuhan peralatan telah melalui tautan: https:/isimpk.pu.go.id pk-terdata. Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi pada SIMPK dan data peralatan dari Sistem
melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender (data LPJK update 31 Januari 2024). 2. Dalam rangka p izi terkait mohon Informasi  Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) yang dapat diihat melalui tautan

2. Pemenuhan Komitmen peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa milik kehadirannya pada: https://simpk.pu.go atatan/buik-sdpk-perbaikan, ingga harus segera dilakukan
sendiri maupun sewa. Hari/ Tanggal  : Selasa, 27 Februari 2024 ikan data oleh masing-masing Pemilik Peralatan di SIMPK;

3. Pemenuhan Komitmen Peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dicatatkan di Waktu - pukul 14.% — 16.° WIB 2. LsBU i L 2 (dua) data No. ID Izin dan Badan Usaha dengan
Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) sebagaimana mekanisme Tempat : melalui aplikasi Zoom Meeting (Online) i sewa BUJK melalui isian pada tautan
permohonan pencatatan sumber daya peralatan konstruksi melalui SIMPK yang tercantum Meeting ID: 978 3865 3612 https //bit ly/pemenuhansewaSIMPK untuk digunakan sebagai contoh simulasi;
dalam lampiran | surat ini. Passcode: SIMPK2024 3. LSBU mengundang seluruh BUJK dan khususnya juga BUJK beserta pemilik peralatan yang telah

4. Untuk komitmen dengan sewa, yang wajib mencatatkan peralatan tersebut pada SIMPK dan juga dapat diakses melalui Live Youtube: @pupr_binakonstruksi diisi melalui tautan sebagaimana poin no.1 untuk dapat mengikuti sosialisasi dan simulasi tata
adalah Pemberi Sewa (penj|.||k) dengan tata cara klarifikasi kebengran dokumen perjanjian Agenda : - Penjelasan Pencatatan SDPK melalui SIMPK; dan cara pgmenuhan komitmen peralatan sewa melalui Portal Perizinan Berusaha dan SIMPK yang
sewa peralatan .cvleh pemilik peralatan melalui SIMPK sebagaimana tercantum dalam - Penjelasan Tata Cara Klarifikasi Kebenaran Dokumen Perjanjian Sewa oleh akap dilaksanakan pada:
lampiran Il surat ini. Pemilik Peralatan Hari/ Tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
Berkenaan dengan hal tersebut, maka LSBU segera melaksanakan peninjauan kembali 3. Para Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) untuk dapat menghadirkan Badan Waktu - pukul 09. - 5. WIB

terhadap komitmen pemenuhan peralatan konstruksi atas SBU yang telah diterbitkan oleh LSBU Usaha Jasa K i (BUJK) yang sertifikasi di masing-masing LSBU. Tempat : melalui aplikasi Zoom Meeting (Online)

dan menyampaikan informasi kepada Badan Usaha terkait mekanisme permohonan pencatatan - 5 " i S " " Meeting ID: 931 0030 1256

sumber daya peralatan konstruksi melalui SIMPK dan tata cara klarifikasi kebenaran dokumen Demikian kami Lo dan v terimakashh; Passcode: SIMPK2024

perjanjian sewa peralatan oleh pemilik peralatan melalui SIMPK sebagaimana tercantum dalam Direktur Kelembagaan gan Sumber Daya Konstruksi, dan juga dapat diakses melalui Live Youtube: @pupr_binakonstruksi

lampiran. Agenda : Penjelasan Tata Cara Tata Cara Pemenuhan Komitmen Peralatan Sewa

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Melalui Portal Perizinan Berusaha dan SIMPK

Demikian kami i atas ian dan ya di terima kasih.

Yan Sumber Daya Konstruksi,

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Ketua LPJK.

Jat

aud
997031002

Tempusan = Pencatatan SDPK darMekanisme R ——

2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Ketua LPJK.

Klarifikasi Peralatan Sewa olehPemilik

Peralatan Konstruksimelalui SIMPK _
Tanggal27 Februari2024 Pencatatan Tata CaraPerbaikanData dan

150.347 SBU (49.314 BUnpelebihi waktu 30 hari kalender
pemenuhan komitmen peralatan (berupa milik sendiri
maupun sewa)

PemenuhanKomitmen Peralatan Sewa
melalui Portal PerizinanBerusahadan
SIMPK
Tanggal29 Februari2024

Mekanisme permohonan pencatatan SDPKmelalui SIMPK
Tata Caraklarifikasi kebenarandokumen perjanjian sewa
peralatan oleh pemilik peralatan melalui SIMPK




KOMITMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN 1LPU

BRSO L LR CRE TS L Penerapan SMAP ,| Sertifikat penerapan SMAP yangditerbitkan
P "| Lembaga sertifikasi terakreditasi

Nomor T Bk lo- /721 Jakarta, b Mei 2024 2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) pada BUJK
Yth. P
Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) v - 5
di- v - I
Seluruh Indonesia v | D. STANDAR DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
=] ' SMAP)
Menindaklanjuti Surat Menteri PUPR Nomor BK 10-Mn/75 hal Pengenaan Sanksi DOkumen SMAP T (
Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha 1. DOKUMEN PENERAPAN SMAP
(SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, .
bersama ini disampaikan hal sebagai berikut: 1
1. Salah satu persyaratan dalam penetapan kualifikasi BUJK yang mengacu pada Peraturan .
Menteri Pek%rjaZn Umum dan geruma?'\an Rakyat Nomor Byl'ah%n 2032 ad:Iah Penerapan - No Prinllp Sistem m'jm“ Anti Penyuapan Menengah/
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). | ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang | Besar Kecil
2. Penerapan SMAP dapat berupa komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi BUJK .

dengan batas waktu untuk badan usaha kualifikasi besar 1 (satu) tahun, menengah 2 (dua) wajib dimiliki BU Spesialis
tahun, dan kecil 3 (tiga) tahun untuk pertama kali melakukan sertifikasi BUJK melalui LSBU.

3. LPJK menyiapkan fitur pelaporan bukti pemenuhan komitmen penerapan SMAP dalam Dokumen Perencanaan SMAP

Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Pand uan Cegah KOI‘U pS| (Pan C E & KP K

Dokumen penerapan SMAP yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi BUJK dengan L ‘ Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2) V \ 4

isi dokumen minimal mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

4. Pemenuhan persyaratan penerapan SMAP, dapat dipenuhi dengan:
jaga.id/kuisprofit?vnk=aad20748

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar
Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi
Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; atau

b. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang

\%
didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi v v
PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42
(empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh Daftar Sebagai Badan Usaha v
persen); atau : v v
c. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan @ Daftar SEbagal Pengguna (Panduan Cek)
melaksanakan sertifikasi SMAP sesuai persyaratan perundang-undangan.
5. LSBU melakukan surveilans terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha. v v \%
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Informasi Akun Informasi Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi, v v \%
/ Username Nama Lengkap \/
4 \%

Rachman Arief Dienaputra
NIP. 19660671996031001

Ternbusan: E-mail Tempat Lahir
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)

2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

3. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi

Telepon Tanggal Lahir

Password Jenis Kelamin

PenerapanSMAP pada BUJtanggal6 Mei

Ulangi Password

2024

1 | G = ™ - & EmEMeE e rlm P A




PENGEMBANGAN USAHA
BERKELANJUTAN

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten L P U
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



7 PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN /\ LPU
N % SIGAP MEMBANGUN NEGERI

! PengembanganUsaha Berkelanjutan (PUB)adalah upaya terus menerus yang dilakukan
! untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kemampuan BUJK supaya mampu
| melaksanakan pekerjaansesuaidengansertifikat badan usahayangdimilikinya

[
I Amanat UU No. 2 Tahun2017 tentang JasaKonstruksi Pasal 37

[ Bertujuan untuk:
a. meningkatkantata kelola dan daya saing BUJK
I b meningkatkantanggung jawab profesional BUJKterhadap masyarakat

>
BerAKHLAK bangga

o melayani
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bq I‘IgSCI



e PENYELENGGARAAN PUB
N

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

_ dapat bekerjasama dengan:
mempertimbangkan A - pemerintah pusat

- jumlah anggota P - pemerintah provinsi
- anggaran BN B - pemerintah kabupaten/kota

- fasilitas - perguruantinggi
- instruktur 8. X4 - lembaga penelitian
' - lembaga pelatihan
- asosiasi profesi
- AsosiasiBadan Usaha lain

@ ]




e PENYELENGGARAAN PUB

0 A A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIFAT
SUSRUIVISIV/E Dilaksanakatkepadaseluruh anggotaasosiasi

workshop
sosialisasi
kegiatarsejenis

> >

HUERGIOSIERE Dilaksanakan A pembelajarariekstual
a) kepadaseluruh BUJKkualifikasi kecil A pembelajarannteraktifoerbasis
b) berdasarkarmasilpemetaannilai kinerjapenyedigasa teknologinformasijarakjauh
tahunanterhadapBUJKkualifikasmenengahbesar dan A bimbingarteknis
spesialis A pendampingaintensif

>
BerAKHLAK bangga

Berorientasi Pel Akuntabel K t melayqnl
erorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bd ngSCI



LR
'PENGEMBA

1. melakukan
kebutuhan

2. menyusun
mandiri

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

1. menentukan bentuk
kegiatan PUB umum

2. apabila dibutuhkan
Asosiasi Badan Usaha
dapat melakukan  kerja

sama dengan pemangku
kepentingan terkait
3. melaksanakan kegiatan
PUB umum

inventarisasi
atas produk

pengaturan terbaru

inisiatif

CATATAN

: AsosiasiBadan UsahamenyelenggarakanPUBumum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

NGAN USAHA BERKELANJUTAN

EVALUASI

melakukan
terhadap

penyelenggaraan :

kualitas
dan
penyelenggara

PELAPORAN

. menyusun laporan Kkegiatan ;

. menyampaikan laporan
kegiatan kepada Direktur
Jenderal dan Ketua LPJK
melalui SIJKT ;

. laporan kegiatan disampaikan

paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah kegiatan PUB
umum berakhir .

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

evaluasi
aspek

@)

penyelenggaraan
(2) tingkat

pelayanan



PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN LPU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

| inventarisasi
kebutuhan & |n|5|at|f pelaporan
mandiri R
| ) - f
mdl ABU P —
: UBUmum —#  Laporan
© pilih bentuk & P
. ikeriasama  fp o0
persiapan i Hasil
: o Evaluasi
--------------------- pelaksanaan Ve
feedback internal
bangga
BerAKH LAK meldyani
t si Pelayanan Akuntabel Kompeten bqngsa

Hm LyIAdpthIb ratif



B
PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN LPU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PELAKSANAAN EVALUASI
1. menentukan bentuk 1. melakukan evaluasi terhadap
kegiatan PUB khusus ; aspek penyelenggaraan : (1)
2. apabila dibutuhkan kualitas penyelenggaraan
Asosiasi Badan Usaha dan (2) tingkat pelayanan
dapat melakukan  kerja penyelenggara
sama dengan pemangku 2. menyusun profil
kepentingan terkait ; peningkatan nilai  kinerja
3. melaksanakan kegiatan bagi BUJK yang telah
PUB khusus . melakukan PUB khusus

PERSIAPAN

PELAPORAN
1. melakukan ~ pemetaan 1. menyusun laporan kegiatan ;
hasil  penilaian  kinerja 2. menyampaikan laporan
berdasarkan_ informasi kegiatan kepada Direktur
dalam SIJKT; o Jenderal dan Ketua LPJK
2. menyusun daftar prioritas melalui SIJKT -
BUJK yang harus 3. laporan kegiatan disampaikan
melakukan  PUB  khusus paling lama 14 (empat belas)
berdasarkan nilai  kinerja hari kerja setelah kegiatan PUB
penyedia jasa tahunan khusus berakhir .
dengan grade B-C-D

L7 0 170 7N 1 |
: AsosiasiBadan UsahamenyelenggarakanPUBkhusus untuk BUJKkualifikasi kecil paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun |



PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

menengah besar
spesialis

mengisipenilaian
Kinerjatahunan

Hasil Grade: AAA

AA-A-B-C-D h
pelaksanaan evaluasi

| pemetaanhasil grade: _________________________________________ :

i penilaiankinerja B-C-D ¥ [ — , Profi

IN:lVp— Daftar . | PUB | .

| - Prioritas | Khusus = | | Laporan i Hasil

| | pilin bentuk & I Evaluasi

5 i kerjasama ; pelaporan 3 |

persiapan feedback internal
) Padatahun berikutnyg ABU melakukanevaluasidengan menyusunprofil peningkatannilai
bangga kinerjabagi BUJKyang telah melakukanPUBkhusus

BerAKH LAK MEGILIN A Evaluasidilakukan dengan cara membandingkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa
Beroriantasi Pelayanan Akuntabel Kompeten bangsa tahunanpada saatsebelumdan sesudahBUJKmengikutiPUBKkhusus

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN LPU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PUBkhususdiselenggarakasesuaidengammodul peningkatankinerjabadanusahayangditetapkan
olehDirekturJenderaBinaKonstruksi

| i I I AsosiasiBadan Usahdapatmenyusurmodul pendukungyangbersifatteknis

Materi Modul BUJKKualifikasKecil M ODUL Materi Modul BUJKKualifikasMenengah Besardan Spesialis

DasarManajemenPelaksanaarProyek

ManajemenPelaksanaarProyek

AdministrasiKontrak Konstruksi

KemampuanKeuangan

ManajemenKeuanganProyek danBadan

Usaha PerkembanganOrganisasi

Sstem ManajemenKeselamatankonstruksi ManajemenOperasi

Pemanfaatanleknologi

SistemManajemenAnti Penyuapan(SMAP)

PerkembanganSumberDayaManusia

bangga SistemManajemenAnti Penyuapan(SMAP)

> 99
BerAKHLAK meigyan

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten bq ngsa
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif




—

”~ KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

N—r

ASOSIASI BADAN USAHA

a. mendapatkan hasil
penilaian kinerja

penyediajasatahunan

anggotanyamelalui
SIJKT

b. memastikan anggota
memenuhi
kewajibannya

terselenggaranya
kegiatan PUBsesuai
kebutuhan anggotanya
tersedianyasumber
dayauntuk
penyelenggaraanPUB
pemantauan pengisian
laporan kegiatanusaha
tahunan BUJK

4

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Setiap BUJKmendapatkan
pembinaan paling sedikit 1
(satu) kalidalam satu tahun

pengisian laporan
kegiatanusahatahunan
pengisian Kinerja

penyedia jasa tahunan
untuk BUJK kualifikasi
menengah, besar, dan
spesialis.

keikutsertaan dalam PUB
sesuai daftar prioritas
yang dikeluarkan
AsosiasiBadanUsaha
pemenuhan kewajiban
sebagaianggota



# bangga
melayani
bangsa

A KASIH

Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Subsektor JasaKonstruksi

) 4
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
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